BAB I
PENDAHULUAN
Penulis akan memulai bab pendahuluan ini dengan latar belakang masalah, yaitu uraian hal-hal atau fenomena yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini. Lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah yang berupa pertanyaan. Setelah itu dilanjutkan dengan batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.
Karena penulis memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka terdapat Batasan penelitian yang dipertimbangkan untuk membatasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Selain itu, terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis juga membahas tujuan dari dilakukannya penelitian dan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penlitian bagi berbagai pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur nasional dan pembiayaan operasional suatu negara memerlukan pendanaan yang sangat besar, begitu pula di Indonesia, salah satu sumber pendanaan pemerintah adalah dari pajak. Jika dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan non pajak. Berikut disajikan dalam Tabel 1.1 proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam lima tahun terakhir yaitu 2013-2017:
Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007 - 2017
	Tahun Anggaran
	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)
	Persentase

	
	Penerimaan Negara
	Penerimaan Pajak
	

	
	
	
	

	2013
	    1,432,058.60 
	     1,077,306.70 
	75%

	2014
	    1,545,456.30 
	     1,146,865.80 
	74%

	2015
	    1,496,047.33 
	     1,240,418.86 
	83%

	2016
	    1,784,249.90 
	     1,539,166.20 
	86%

	2017
	    1,736,256.70 
	     1,495,893.80 
	86%


Sumber: Badan Pusat Statistik
Berdasarkan tabel 1.1, persentase penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Pajak menjadi sumber pendapatan yang vital bagi negara dengan persentase lebih dari 70% selama lima tahun terakhir, yaitu sejak 2013-2017. Terutama untuk tahun 2016 dan 2017 bahkan persentasenya mencapai 86% yang menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan sangat penting dalam APBN. 
Salah satu indikator penerimaan pajak adalah tax ratio, yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis dalam Sari (2017), Tax ratio merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak. Pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak meningkat, Indonesia memiliki tax ratio yang relatif masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak. Berikut adalah tabel perbandingan tax ratio Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya:
Tabel 1.2

Perbandingan Tax Ratio Indonesia Dengan Negara Asia Tenggara Lainnya Tahun 2015
	Negara
	Thailand
	Kamboja
	Singapura
	Malaysia
	Filipina
	Indonesia

	Tax Ratio
	15,7%
	15,3%
	14,3%
	13,8%
	13,7%
	10,4%


Sumber: Ditjen Pajak Kementrian Keuangan RI, 2018
Berdasarkan tabel 1.2 dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki tax ratio yang paling rendah dibanding negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Saat ini tingkat rasio pajak Indonesia masih sebesar 10,4%, artinya Indonesia masih harus meningkatkan rasio pajaknya sebesar 5,6% untuk dapat mencapai target sebesar 16% (Kompas.com, 2017). Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar pajak, dan kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal. 
Supaya dapat meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan kepatuhan terus menerus dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak ini dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan diri wajib pajak, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam melaporkan dan membayar tunggakan pajak. Jika wajib pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh.
Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik serta memperkuat basis pajak demi mengejar target penerimaan pajak dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak, atau yang lebih dikenal dengan tax amnesty. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (pajak.go.id, 2016). Tunggakan pajak ini meliputi hutang pajak semua harta ataupun asset yang ada baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja. Pengampunan ini sudah berlangsung sejak disahkan pada tahun 2016 hingga 31 Maret 2017.
Berdasarkan hasil capaian amnesti pajak periode I, II, dan III dalam Annual Report Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2016 dan 2017 dapat diungkapkan data-data sebagai berikut:

1. Jumlah harta yang telah diungkapkan adalah sebesar Rp 4.884,26 Triliun dengan rincian: Rp 3.700,80 Triliun untuk deklarasi dalam negeri, Rp 1.036,76 Triliun untuk deklarasi luar negeri dan Rp 146,70 Triliun untuk repatriasi. 
2. Jenis harta yang diungkapkan dengan persentase tertinggi diduduki oleh Kas dan Setara Kas sebesar 34,13%, disusul dengan Investasi dan Surat Berharga sebesar 25,78%, dan lainnya (Tahun 2016).   
3. Besarnya uang tebusan yang didapat sebesar Rp 114,54 Triliun.

4. Besarnya Wajib Pajak yang menjadi Partisipan adalah 973.426, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi 736.093 dan Wajib Pajak Badan 237.333.

5. Pengajuan surat pernyataan harta 1.030.014 surat.
6. Sumber Daya Manusia yang ditugaskan dalam layanan amnesti pajak sebesar 25.231 pegawai pada tahun 2016, dan 9.569 pegawai pada tahun 2017.

7. Anggaran pelayanan dan sosialisasi adalah sebesar Rp 64,07 Miliar pada tahun 2016.
Berikut adalah perbandingan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2015 (sebelum tax amnesty) hingga tahun 2017:
Tabel 1.3

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2015-2017

	Tahun
	2015
	2016
	2017

	Rasio Kepatuhan
	60,42%
	60,82%
	72,64%


Sumber: Annual Report Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup banyak Wajib Pajak yang berpartisipasi dan dapat dikatakan bahwa program amnesti pajak ini berhasil. Rasio kepatuhan pada tahun 2015 (sebelum adanya tax amnesty) hanya sebesar 60,42%, setelah itu dilaksanakan tax amnesty pada pertengahan tahun 2016 yang membawa dampak peningkatan rasio kepatuhan sebesar 0,40% dibandingkan tahun 2015. Pertumbuhan rasio kepatuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu sebesar 11,82%. 

Keberhasilan program Amnesti Pajak yang mulai diterapkan pada tahun 2016 tentunya tidak hanya dilihat dari angka rasio kepatuhan dan angka pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak saja, namun mencakup perluasan basis pajak di masa mendatang. Dengan data harta yang lengkap, tentunya potensi penerimaan pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Meskipun begitu, pengadaan tax amnesty ini masih mengalami kontroversi dalam pembahasan DPR, ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Bagi pihak yang setuju menganggap apabila tax amnesty dilaksanakan dengan baik dapat membawa kembali dana yang tersimpan di luar negeri dan menghasilkan tambahan penerimaan pajak. Selain itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju menganggap dengan adanya tax amnesty, pemerintah secara tidak langsung akan mengakui adanya pelarian modal ke luar negeri, yang diduga sebagian adalah hasil korupsi. 
Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan para wajib pajak. Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang berupa self assessment system yang mengharuskan wajib pajak untuk dapat mendaftarkan, mengisi, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Maka itu diperlukan pengetahuan perpajakan yang memadai untuk setiap wajib pajak untuk dapat menjalankan setiap tahap dalam sistem tersebut. Jika pengetahuan perpajakan dari wajib pajak sudah memadai, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.
Salah satu penyebab minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien. Luasnya wilayah, banyaknya penduduk, dan dinamisnya aktivitas ekonomi menjadi tantangan untuk menegakkan perpajakan di Indonesia. Maka dari itu diperlukan administrasi perpajakan yang sederhana, cepat, dan mudah dilakukan agar pajak dapat menjangkau jutaan penduduk, ribuan entitas badan, maupun para ekspatriat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Di era globalisasi yang mengedepankan teknologi, masyarakat termasuk wajib pajak akan sangat bergantung dengan teknologi, dan berharap teknologi akan memudahkannya di semua sisi kehidupan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat dinamis, DJP juga berusaha untuk membuat perubahan agar dapat mengembangkan dan menyempurnakan sistem pelaporan pajak, salah satunya adalah modernisasi dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa online payment, e-SPT, e-filling, e-registration, dan sistem informasi DJP. Perubahan ini tentunya akan mengimbangi keinginan dan kebutuhan wajib pajak di era digital ini, agar mereka dapat merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan Annual Report Direktorat Jenderal Pajak 2017, jumlah pengguna e-SPT sebesar 859.946 Wajib Pajak, yang berarti tumbuh 32,46% dari tahun 2016. Jumlah pengguna e-Filing adalah 8.816.346 Wajib Pajak yang berarti tumbuh 4,44% dari tahun 2016. Maka dari itu semakin banyak Wajib Pajak yang beralih dan menggunakan e-SPT dan e-Filing. 
Berdasarkan Annual Report DJP 2007, ada empat hal utama yang menyangkut eksistensi modernisasi administrasi perpajakan yaitu: (i) restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi Wajib Pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi; (ii) penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada full automation (otomasi lengkap); (iii) penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berlandaskan prinsip ”transparency, fairness, dan performance based”; serta (iv) penerapan Kode Etik Pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan ”good  governance”

Tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini yang pertama adalah mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga adalah efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi. Keempat adalah membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang professional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan good governance. Selain itu pemerintah berharap dengan diadakannya modernisasi sistem administrasi akan mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya.
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

2. Apakah persepsi wajib pajak tentang tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah pengetahuan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

4. Apakah persepsi tentang modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis membatasi permasalahan pada:

1. Apakah persepsi wajib pajak tentang tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah pengetahuan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah persepsi tentang modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
D. Batasan Penelitian
Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan Batasan penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan bulan Januari 2019

2. Sumber data penelitian diperoleh dari kuisioner yang dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
3. Responden merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Mikro dan Kecil yang melakukan kegiatan usahanya di Kawasan ITC Mangga Dua Jakarta, memiliki NPWP, dan mengikuti tax amnesty.
4. Modernisasi administrasi perpajakan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini terkhusus pada proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas adalah “Apakah terdapat pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Tax Amnesty, Pengetahuan Administrasi Perpajakan, dan Persepsi tentang Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Mikro dan Kecil di Kawasan ITC Mangga Dua Jakarta?” 
F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh persepsi wajib pajak tentang tax amnesty terhadap kepatuhan pajak.

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh persepsi tentang modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
G. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:
1. Bagi Peneliti
Memperoleh data bahan penulisan skripsi dan memperluas pengetahuan peneliti baik secara teori maupun praktek. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.
2. Bagi Pemerintah atau Instansi Pajak

Memberikan informasi dan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

3. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya di wilayah DKI Jakarta. 
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